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MENTERI PENDIDIKAN DAN K EBUDAYAAN,

s bahwa untuk meningkatkan daya lampung Taman Kanak- kanak (TK),
Sel.olah Tanjutan Tingkat Pertama (SI.TP), dan Sckolah Lanjutan Tingkat
Alas (SI.TA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 199271993,

¢ 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :

a. Momor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990,

. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 ‘Tahun 1974 ;

b, Nomor 15 Tahun 1984 yang telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 "Tahun
1092;

. Momor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;

d. Nomor 96/M Tahun 1993,

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |

A Momor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978,
b, Momor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
c. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
4. Momor  090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979,
e Momor 022207071980 tanggal 11 September 1980,
[ Nomor 082/0/1983 tanggal 28 Fehruari 1983,

. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Marel 1983,
b, Momor 0173071983 tanggal 14 Marel 1083,
i Momor 0262/071984 tanggal 14 Juni 1984,
j. Momor 0248/1/1985 tanggal S Juni 1985;

k. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

s Persctujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor 13 798/1/1993 tanggal 10 Agustus 1993. -

MEMUTUSKAN :

« Membuka ‘Taman Kanak-kanak (TK), Sckolah anjutan Tingkat Pertama
(S11T, ~dan Sckolah Lanjutan Tingkat Atas (SL'TA) Negeri  serla
mencgerikan SETE dan SLTA swasla yang telalh memenuhi peisyarata,
pada beherapa propinsi di Indonesia sehagaimana tercantum dalam | ampiran
V Kepotusan ini.
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: (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK,
SLTP, dan SLTA schagaimana dimaksud dalam diktum “Pertama”
sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978,
b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
c. Momor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
d. Momor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

(2)  Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam
diktum "Pertama* adalah sebagaimana tercantum dalam Lamplran I,
Lampiran 11, Tampiran I, dan Lampiran 1V Keputusan ini.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktunt “Pertama®
bagi sckolah yang berada di wilayahnya.

: Binya untuk  kepetluan  pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada
masing-masing propinsi dibebankan pada mala anggaran sechagaimana
tercantum dalam kolom 7 Lampiran V. Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK Negeri 60 buah;
bh. SMPP  Negeri 8.119 buah;
c. SMA  Negeri 2.259 buah;
d. SMIK  Negeid 20 buah;
e. SMI'S Negeri 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buab;
g. STM  Negeri 174 buah;

h. SMT Pertanian Negerl 34 buah,
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

+ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarla
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada f...........
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ¢

9.

10,
I,
12,
13.
14,
(5.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebadayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Biro, Direklur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Deparlemen
Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di scluruh
Indonesia;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di seluruh Indonesia;

Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Badan Pemeriksa Keuangan;

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

Kantor Petbendaharaan dan Kas Negara di selurul Indonesia;,

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Riro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
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